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<b>ABSTRAK</b><br>

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengganti sistem
kontrak karya sistem perizinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kontrak karya yang telah ada
sebelum UU ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sehingga pemegang
kontrak karya masih dapat melanjutkan kegiatan pengusahaan pertambangannya dengan landasan kontrak.
Namun selanjutnya pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian 1zin Usaha Pertambangan
Khusus Operasi Produksi sebagal Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2018 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui
Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum
bagi pemberian |zin Usaha Pertambangan Khusus bagi pemegang kontrak karya tanpa mengakhiri kontrak
karya yang berlaku sehingga pada satu kegiatan pengusahaan pertambangan terdapat dua instrumen yang
berlaku sebagai |andasannya yakni kontrak karya dan izin pertambangan. Skripsi ini meneliti bagaimana
kontrak karya sebagai perjanjian dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai suatu izin berlaku secara
bersamaan. M etode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif
yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak karya dan 1zin Usaha Pertambangan
Khusus tidak dapat diberlakukan secara bersamaan pada satu kegiatan tambang yang sama karena
menimbulkan beberapaimplikasi hukum dan tidak memberikan kepastian hukum. Kata kunci:K ontrak
karya, 1zin Usaha Pertambangan Khusus, Pertambangan Mineral.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Law Number 4 Y ear 2009 concerning Mineral dan Coal Mining replaces the contract of work system with a
licensing system in mining activities. This Law states that al existing contract of works are still honoured
until the stipul ated expiry date therefore contract of work holder may continue their business based on the
contract. However in 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation Number 15

Y ear 2017 concerning Procedures for the Granting of Mining Business License for Production Operation as
a Continuation of Contract of Work Operation or Coal Mining Concession Working Agreement and
Regulation Number 28 Y ear 2017 concerning Amendment to Regulation of Minister of Energy and Minerad
Resources Number 05 Y ear 2018 on Increasing Mineral Added Value through In Country Mineral
Processing and Refinery. These two rules provide the legal basis for the granting of a special mining license
for the holder of the contract of work without terminating the applicable contract of work therefore in one
mining operation there are two instruments that serve as the basis of the mining activity. Thisthesis deals
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with how the contract of work as an agreement and the Special Mining Business License asalicense are
both valid at the same time. Research method used on this thesisis juridical normative with qualitative
research. This study concludes the contract of work and the Special Mining Business License can not be
applied simultaneously on the same mining activity asit raises some legal implications and does not provide
legal certainty. Key words Contract of work, Special Mining Licence, Mineral Mining



